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PAD CILACAP DITARGET RP1 TRILIUN, MASYARAKAT DIMINTA TAAT 

BAYAR PAJAK 

 
Sumber Gambar: 

https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241119-WA0007.jpg 

 

Isi Berita:  

SERAYUNEWS- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap meningkat hingga Rp1 triliun lebih pada tahun 2025 

mendatang. Target itu meningkat dari tahun ini sekitar Rp.800 juta atau naik 23,9%. 

Kepala Bapenda Kabupaten Cilacap Arida Puji Hastuti menyampaikan, target PAD dari 

sektor pajak setiap tahunnya meningkat. 

“Jadi setiap tahun kami dari Bapenda ditarget oleh Pemerintah Daerah untuk PAD harus 

meningkat dari sebelumnya. Tahun ini meningkat sekitar Rp.800 miliar. Kalau kemarin 

Rp.785 miliar,” kata Arida, Selasa, (19/11/2024). 

Sementara di tahun 2025, Bapenda Cilacap ditarget penerimaan pajak sebesar Rp1 triliun. 

Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yakni Rp.800 juta. Untuk penuhi target itu, 

Arida juga mengimbau masyarakat agar sadar dan taat dalam membayar pajak. 

“Tahun depan tantangan bagi kami Rp1 triliun. Mohon doanya, dukungannya juga 

segenap lapisan masyarakat, yang memang menjadi wajib pajak. Mudah-mudahan 

tercapai. Kami harap masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Karena 

pajak itu kan sifatnya wajib, keharusan,” ujarnya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Cilacap 

Tahun Anggaran 2024, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 adalah Rp 836,9 

Miliar, yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, deviden BUMD, serta pendapatan sah 

lainnya. 
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Sementara itu, pada tahun 2025, Pemkab Cilacap menetapkan target PAD sebesar 

Rp.1,036 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp.200 Miliar atau 23,9% dari target tahun 

2024. Ini adalah langkah progresif dalam mencapai kemandirian fiskal daerah. 

“Kami mohon membayar pajak itu dengan kesadaran sendiri. Jadi tidak perlu dengan 

pemaksaan atau mungkin didenda dan lain sebagainya, teguran. Kalau yang telat pajak, 

kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat kekeluargaan,” ujarnya. 

Sementara itu, Pj Bupati Cilacap Mohamad Arief Irwanto mendorong kepada masyarakat 

di Cilacap untuk membayar pajak dengan taat. Terutama Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

“Solusinya kita pendekatan kepada mereka, ‘win-win solution’. Mudah-mudah bisa taat 

bayar pajak. Karena bukan orangnya yang nggak mau bayar, tapi yang bersangkutan tidak 

berada di tempat, dicari susah. Kedua pindah tangan, sudah dijual tapi namanya masih 

nama yang lama,” ujarnya. 

Pj Bupati berharap masyarakat taat dalam membayar pajak, karena pembangunan 

Kabupaten Cilacap juga tak lepas dari pendapatan sektor pajak. 

“Kalau yang sudah jelas identitasnya ya bayar pajak. Kalau yang sudah punya ya tentu 

harus bayar pajak. Sehingga uangnya bisa kita pakai untuk perbaikan jalan, lampu mati, 

kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya,” ujarnya. (Ulul Azmie) 
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Catatan : 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

1. Pasal 1  

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat 

PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil 
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah 

kabupaten/kota terdiri atas: 

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 

d) Pajak Reklame; 

e) Pajak Air Tanah (PAT); 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  (MBLB); 

g) Pajak Sarang Burung Walet; 

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


